
PERA TU RAN 0AERAH PROVINS! SUMA TERA SELA TAN 

NOMOR ;, TAHUN 2011 

TENTANG 

PAJAK DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNURSUMATERA SELATAN, 

Menimbang · a. bahwa pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang 

Mengingat 

penting guna mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang 
luas, nyata, dan bertanggung jawab; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah, jenis pajak provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, 
Bea Balik Nama · Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar 
Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok; 

c. bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Oaerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan 
Daerah Nomor 3 T ahun 1998 tentang Pajak Bahan Bakar 
Kendaraan Bermotor beserta perubahannya, Peraturan Daerah 
Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan 
Kendaraan di atas Air, Peraturan Daerah Noinor 23 Tahun 2001 
tentang Bea Ballk Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di 
atas Air, Peraturan Daer�ti Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pajak 
Pengambilan dan Pemanfaatan .... Air Bawah Tanah dan Air 
Permukaan beserta perubah�r,ny� perlu diadakan penyesuaian 
dengan membentuk peraturan daerah baru; 

d. bahwa berdasa�kan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah 
tentang Pajak Daerah. 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah Tingk.a,t 1 Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1814); 
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2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3209); 

3. Undang-Undang . Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata · Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia . Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Keempat atas Undang-Undang Nomor · 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang­
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4999); 

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
R�publik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir denga.n Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 

5 .. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 200�? tentang Pengadilan 
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 
27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4189); 

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, '. 
Tambahan_ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 

7. Undang-Undang Nomor 1 0 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan �erundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389) 



3 

8. Undang-Undang .Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844) 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembar;m Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5025):·. 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daeral1 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

12. Peraturan Pemerintah, Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata 

Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat 
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia 
Nomor 4049); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan fnsentif Pemungutan Pajak 
Daerah · dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 201 O Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5161); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis 
Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala 
Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 
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15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi 
Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Se_ri 
D) sebagaimana t�lah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 
Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 201 0 Nomor 3 Seri D); 

Dengan- Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINS! SUMATERA SELATAN 

dan 

GUBERNUR SUMATERA SELATAN 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH. 
BABI 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan. 

2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan. 
3. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah 

Provinsi Sumatera Selatan. 
4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas 

Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang 

perpajakan daerah sesuai dengan peratLJran peru.ndang-undangan 
yang berlaku. 

6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/ 
Kota di Sumatera Selatan. 

7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi 
wajib kepada. daerah yang terutang oleh orang pribadi atau 
badan · yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, 
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 
digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. 

8. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta · 
gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan 
digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan 

· lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya 
· energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang 

bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang 
dalam . operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak 
melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang 
dioperasikan di air. 
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9. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang 
digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan 
dipungut bayaran. 

1 O. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, 
adalah pajak atas kepemilikan dan/ atau penguasaan 
kendaraan bermotor. 

1 1 .  Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya 
disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik 
kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau 
perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual  beli, 
tukar menukar, hibah , warlsan , atau pemasukan ke dalam 
badan usaha. 

1 2. Jen is Kendaraan Bermotor di Darat adalah sepeda motor 
roda 2 (dua), sepeda motor roda 3 (tiga) dan mobil penumpang, 
mobil bus1 mobil barang, alat-alat berat dan alat-alat besar. 

1 3. Jenis Kendaraan Alat-Alat Berat adalah Buldozer, Motor Grader, 

Crane, Road Roller, Chovel Loader, Exavator, Tractor, Trailer, 
Forklift, Timber Jack, Cutter Dredger dan sejenisnya. 

14. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya 
disingkat PBB-KB adalah pajak atas penggun�an bahan bakar 
kendaraan bermotor. 

1 5. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan 
bakar kendaraan bermotor cair atau gas yang digunakan untuk 
kendaraan bermotor. 

1 6. Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah 
1

· produsen 
dan/atau . importir bahan bakar kendaraan bermotor, baik untuk 
dijual maupun untuk digunakan sendiri. 

17. Pajak Air Permukaan, yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak 
atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. 

1 8.Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada 
permu kaan tanah, tldak termasuk air .laut, baik yang berada d i  
laut maupun di  darat. 

1 9. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut 
oleh pemerintah.  

20. Wajib Pajak adalah orang pribadi, badan, atau pemerintah, meliputi 
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang 
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

2 1 . Pajak yang Terutang• adalah pajak yang harus dibayar pada 
suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam 
bagian tahun . pajak sesuai dengan ketentuan peraturan  
perundang-undangan perpajakan daerah .  
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22. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat 

SPTPD, adalah surat yang oleh waj ib pajak digunakan untuk 

melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek 
pajak dan/atau b1.Jkan · objek pajak, dan/atau harta dan 
kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan  perpajakan daerah. 

23. Surat Ketetapan Pajak Dae rah ,  yang selanj utnya d is ingkat 
SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 
besarnya jumlah pokok pajak yang terutang . 

24. Pemungutan adalah suatu rangkaian keg iatan m u la i  dari 
penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan 
besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak 
kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya. 

25. Subjek Pajak adalah orang pribadi ,  badan atau pemerintah yang 
dapat d ikenakan pajak. 

26. Surat Seto ran Pajak Daerah, yang selanjutnya d isingkat SSPD, 

adalah bukti pemoayaran atau penyetoran pajak yang telah 
d i lakukan dengan menggunakan formu l i r  atau telah d ilakukan . 
dengan cara la in ke kas daerah me!a lu i  tem pat pembayaran 
yang ditunjuk  oleh Gubernu r  Sumatera Selatan .  

27. Surat Tagihan Pajak Daerah , yang selanjutnya d isingkat STPD, 

adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi 

administrasi berupa bunga. 

28. N ilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya d isingkat NJKB, 
adalah nilai jual kendaraan bermotor yang d iperoleh berdasarkan 
harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor, 
sebagaimana tercantum dalam tabel ni lai jual kendaraan bermotor 
yang berlaku. 

29. Bobet adalah koefis ieh yang mencerminkan secara relatif 
tingkat kerusakan jalan dan pencemaran l ingkungan akibat 
penggunaan kendaraan bermotor. 

30. Sadan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 

merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak 
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan 
komanditer, perseroan · lainnya, Sadan Usaha Milik Negara (BUMN), 
atau Badan Usahai Millk Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam 

. bentuk apapun, firr11a, kongsl, koperasl, dana penslun, 
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi 

sosial polltik, atau organi¥Jsi yang sejenis lembaga bentuk usaha 

tetap, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi, 
kolekttf, dan bentuk usaha tetap. 
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31 .Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang 

membetulkan kesalahan tulis 1 kesalahan h itung dan/atau 
kekel iruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam 
peraturan perundang-undangan · perpajakan daerat1 yang 
terdapat dalam surat ketetapan pajak daerah atau surat 
tagihan pajak daerah, surat keputusan pembetulan , atau surat 
keputusan keberatan. 

32. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas 
keberatan terhadap surat ketetapan pajak daerah yang 
diajukan oleh wajib pajak. 

33.  Surat Pendataan dan Pendaftaran Kendaraan Bermotor, yang 
selanjutnya disingkat dengan SPPKB adalah surat permohonan 
Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), pendaftaran kendaraan 
bermotor sebagai dasar penetapan pajak dan permohonan 
penetapan Sumbangan . Wajib. Dana Kecelakaan Lalu Lintas 
Jalan (SWDKLLJ) .  

34.  Putusan Banding adalah putusan badan peradi lan pajak atas 
banding terhadap surat keputusan · �<eberatan yang diajukan 
oleh wajib pajak. 

35 .  Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan 
biaya penag ihan pajak. 

36. Penyitaan adalah tindakan Juru Sita Pajak untuk menguasai 
barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk 
melunasi utang pajak menurut ketentuari peraturan perundang­
undangan yang berlaku. 

37. J.wu Sita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak 
yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan 
surat paksa, penyitaan, dan penyanderaan. 

38. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar 
kehendak . atau kekuasaan wajib pajak, misalnya kendaraan 
bermotor tidak dapat d igunakan kembal i  karena bencana alam. 

39. Gross Tonnage adalah perhitungan yang diperoleh dengan cara 
p�ngukuran volume kapal dan menerapkan rumusan matematika. 

BAB II 
JENIS PAJAK 

Pasal 2 

Pajak Daerah terdi ri atas 

a. Pajak Kendaraan Bermotor ; 
b .  Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 
d. Pajak Air Permukaan; dan 
e. Pajak Rokok. 
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BAB I l l  
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR 

Bagian Kesatu 
Nama, Objek, dan Subjek Pajak 

Pasal 3 

Dengan nama PKB dipungut pajak atas kepemmkan dan/atau 
penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah. 

Pasal 4 

( 1 ) Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan 
bermotor yang terdaftar di daerah. 

(2) Termasuk dalam · pengertian kendaraan bermotor sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1)  adalah kendaraan bermotor beroda beserta 
gandengannya, yang dioperasikan d i  semua jenis jalan darat dan 
kendaraan bermotor yang dioperasikan d i  a i r  dengan ukuran isi 
kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross 

Tonnage ) .  

(3) Dikecualikan dari pengertian Pajak Kendaraan Bermotor 
sebagaimana d imaksud pada ayat (2) adalah : 
a .  kereta api 
b .  kendaraan bermotor . yang semata;;mata digunakan untuk 

keperluan pertahanan :dan keamanan negara; 
c. kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, 

konsulat, perwakilan' negara asing dengan asas timbal balik, 
dan lembam:a-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas 
pembebasan pajak dari pemerintah; 

d. kendaraan bermotor dalam keadaan rusak berat sehingga tidak 
dapat dioperasikan dan telah di laporkan terlebih dahulu pada d inas 
pendapatan daerah; 

e. kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai pabrikan atau 
importir yang semata-mata untuk dipamerkan atau dijual; 

f. kendaraan bermotor milik pelancong/wisatawan dari luar daerah 
yang berada di wilayah Provinsi paling lama 3 (tiga) bulan berturut­
turut terhitung mulai masuk wilayah Provinsi; dan 

g. kendaraan bermotor yang karena sesuatu dan lain hal d ikuasai/ 
disita oleh negara. 

Pasal 5 .  

( 1 )  Subjek PKB adalah orang pribadi atau badan y�ng memi l ik i  
dan/atau menguasai kendaraan bermotor. 

(2) Wajib PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki 
kendaraan bermotor. 

(3) Dalam hal wajib pajak badan, kewaj iban perpajakannya d iwakil i  
oleh pengurus atau kuasa badan tersebut 
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Bagian Kedua 
Dasar Pengenaan,  Tarif, dan Cara Perhitungan 

Pasal 6 

( 1 )  Dasar pengenaan PKB dih itung sebagai perkal ian dari 2 (dua) 
unsur pokok 

a. n i lai jual kendaraan bermotor ; dan 

b. bobot yang mencerminkan secara relatif t ingkat kerusakan 
jalan dan/atau p�ncemaran l ingkungan akibat penggunaan 
kendaraan bermotor. 

(2) Khusus untuk kendaraan. bermotor yang digunakan di luar jalan 
umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar, serta 
kendaraan di air, dasar pengenaan PKB adalah ni la i jual 
kendaraan bermotor. 

(3) Ni lai jual kendaraan bermotor d itentukan berdasarkan harga 
pasaran umum atas suatu kend.araan be�otor. 

(4) Harga pasaran umum sebagaimana d imaksud pada ayat (3) 

adalah harga rata-rata yang d ipero leh  dari berbagai sumber data 
yang akurat. 

(5) Nilai jual kendaraar, bermotor sebagaimana d imaksutj pada ayat 
(3) d itetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu 
pertama bu lan Desember tahun pajak sebelumnya. 

(6) Oalam ha! harga pasaran umuni suatu kendaraan bermotor tidak 
d iketahui ,  nilai jual kendaraan bermotor dapat d itentukan 
berdasarkan sebagian atau selur.uh faktor-faktor : 

a .  harga kendaraan bermotor dengan isi st l inder dan/atau satuan 
tenaga yang sama; . 

b .  penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi ;  
c. harga kendaraan bemiotor dengan merek kendaraan bemiotor 

yang sama; 
d. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan 

bemiotor yang sama; 

e .  harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan 

bermotor; 
f. harga kendaraan 

sejenis; dan 

g .  harga kendaraan 

bermotor dengan kendaraan bermotor 

bermotor berdasarkan dokumen 
Pemberitahuan l rnpor Barang (PIB) . 

(7) Bobot sebagaimana d imaksud pada ayat ( 1 ) huruf b d inyatakan 

dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari pada 1 

{satu) 

a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/ 

atau pencemaran l ingkungan oleh kendaraan bermotor 

tersebut d ianggap masih dalam batas toleransi ; dan 
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b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan kendaraan 

bermotor dianggap melewati batas toleransi. 
(8) Babat sebagaimana d imaksud pada ayat (1) huruf b dihitung 

berdasarkan faktor-faktor 
a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, 

roda, dan berat kendaraan bermotor; 
b. bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut 

jenisnya yaitu solar, b�nsin, gas, listrik, tenaga surya, atau 
jenis bahan bakar kendaraan bermotor lainnya; dan 

c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin 
kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 
2 tak atau 4 tak, dan isi silinder. 

(9) Pengenaan PKB terhadap kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang 
berusia lebih dari 25, (dua puluh lima) tahun dan kendaraan 
bermatar roda 4 (empat) yang berusia lebih dari 35 (tiga puluh lima) 
tahun ditetapkan 50% 

(10) Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (6) dinyatakan dalam suatu tabel 
yang ditetapkan dengan Peraturan Gubemur sesuai dengan tabel yang 
ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. 

Pasal 7 

T arif PKB ditetapkan sebesar : 
a. 1,5 % (satu koma lima persen) untuk kepemilikan pertama kendaraan 

bermator pribadi; 
b. 1 % (satu persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum ; 
c. 0,5 % (nal koma Hrna persen) untuk kendaraan ambulan, 

pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan 
keagamaan, Pemerintah/fNI/Polri dan Pemerintah Daerah ; 

d. 0,2 % (nol koma dua persen) untuk kendaraan bermator alat-alat 
berat dan alat-alat besar. 

Pasal 8 
( 1) Kepemilikan kendaraan bermotar pribadi ke�dua dan seterusnya 

dikenakan tarif secara progresif. 
(2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besamya 

sebagai berikut: 
a. kepemilikan kedua 2 % (dua persen) ; 
b. kepemilikan ketiga 2,25 % (dua koma dua puluh lima persen) ; 
c. kepemilikan keempat dan seterusnya 2,5 % (dua kama lima persen} . 

(3) Tarif PKB progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 
dikenakan terhadap kepemilikan kendaraan bermotor roda dua dan 
roda 3, kecuali motor besar dengan isi silender 500 cc ke atas dan 
kendaraan bermotar milik badan. i:,,,.,,,, 

(4) Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan 
atau alamat yang sama. 
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(5) Oikecualikan terhadap kendaraan bermotor usia 1 5  (Irma belas) 
\ 

tahun ke atas tidak d ikenakan tarif pajak progresif. 
(6) Tata cara pelaksanaan pengenaan pajak progresif diatur dengan 

Peraturan Gubernur. 
Pasal 9 

( 1 )  Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8, den�an 
dasar pengenaan PKB sebagaimana d imaksud dalam Pasal 6 ayat 
( 1 0) 

(2) PKB yang terutang dipungut di wifayah daerah tempat kendaraan 
bermotor terdaftar. 

(3) Pemungutan PKB dllakukan bersamaan dengan penerbitan Surat 
Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. 

(4 )Pemungutan pajak tahun berikutnya d i lakukan d i  Kas Daerah atau 
Bank yang ditunjuk oleh Gubernur. :;.. 

Pasal 1 0  
Apabila terjadi pemindahan kendaraan bermotor dari daerah lain ke datam 
Provinsi, wajib pajak yang bersangkutan harus melampirkan bukti pelunasan 
PKB daerah asalnya berupa Surat Keterangan Fiskal antar Daerah. 

Bagian Ketiga 
Masa PKB, Saat Terutang PKB, dan Surat Pemberitahuan 

Pasa/ 1 1  

( 1 ) PKB dikenakan untuk masa pajak 12  (dua betas) bulan berturut­
turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor. 

(2) PKB d ibayar sekal igus d imuka. 
(3) Untuk PKB yang karena keadaan kahar masa pajakny� tidak sampai 

1 2  (dua belas) bu.Ian , dapat d ilakukan restitusi atas pajak yang sudah 
dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilaiui. 

( 4) Pembebanan restitusi �tas pajak yang telah dibayarkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) ·dibebankan pada APBD . 

(5) Kewajiban PKB yan9. karena sesuatu dan lain hal masa PKBnya 
tidak sampai 1 2  (dua ·belas) b ulan maka besarnya pajak terutang 
berdasarkan j umlah bulan berjalan. 

. 
. . 

(6) Bag ian dari b ulan yang melebihi · 1 5  ( l ima belas) hari dihitung 1 
(satu) bulan penuh. 

(7) Tata cara pelaksanaan restitusi d iatur dengan Peraturan Gubernur 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang .. undangan yang 
berlaku . :-

(8) Hasil penerimaan PKB paling sedikit 1 0% (sepuluh persen) ,  termasuk 
yang dibagihasilkan kepada Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk 
pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda 
dan sarana transfortasi umum, 
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Paeal 1 2  

( 1 ) Setiap waj ib pajak mengisi SPPKB atau dokumen lain yang 

d ipersamakan . 

(2) SPPKB sebagaimana d imaksud pada ayat ( 1 )  harus d iisi 
dengan jelas, benar dan lengkap, serta d itandatangani oleh wajib 
pajak, orang yang diberi kuasa olehnya atau ahli waris. 

(3) SPPKB sebagaimana d imaksud pada ayat (2) wajib d isampaikan 
kepada Gubemur selambat-lambatnya: 
a. untuk kendaraan baru 30 (tiga puluh) hari sejak saat penyerahan 

dan/atau kepemilikan; 
b. untuk kendaraan bukan baru sampai dengan tanggal 

berakhirnya masa pajak; dan 
c. untuk kendaraan bermotor dari luar daerah 30 (tiga puluh) hari 

sejak tanggal Surat Keterangan Fiskal antar Daerah. 

(4) Setiap wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPPKB 
, 

. 

sebagaimana d imaksud pada ayat (:1) d ikenakan sanksi 
administratif sebesar 25% (dua pu luh l i rna persen) dari pokok 
pajak. 

(5) Apabila terjadi perubahan atas kendaraan bermotor dalam masa 
pajak, baik perubahan bentuk, fungsi, maupun penggantian 

mesin ,  waj ib pajak berkewaj iban melaporkan dengan 
menggunakan SPPKB atau dokumen lain yang d ipersamakan. 

Pasal 1 3  

( 1 )  SPPKB atau dokumen la in yang d ipersamakan  sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 2  ayat (1 ) sekurang-kurangnya memuat : 

a .  n�ma dan alamat orang pribadi atau badan yang menerima 
penyerahan; 

b. tanggal ,  bu lan , dan tahun  penyerahan;  
c .  dasar penyerahan; 

d .  harga penjualan; 

e. jenis, merek, tipe, isi si l inder, tahun pembuatan,  warna,  bahan 
bakar kendaraan bermotor, nomor rangka, nomor mesin,  Daya 
Kuda (PK) ,  dan Gross Tonnage isi kotor (GT); dan 

f .  gandengan dan sumbu. 

(2) Bentuk, isi , kualitas ,  dan ukuran SPPKB atau dokumen yang 
d ipersamakan sebagaimana d imaksud pada ayat ( 1 ) d iatur lebih 
lanj ut dengan Peraturan Gubernur. 

Bagian Keempat 
Penetapan Pajak 

Pasal 1 4  

( 1 )  Berdasarkan SPPKB sebagaimana · dimaksud dalam Pasal 12  ayat 

(1 ) ditetapkan PKB dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain 
yang dipersamakan. 
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(2) F>KB terutang sejak d iterbitkannya SKPD. 
(3) Bentuk, isi, kualitas, dan ukuran SKPD atau dokumen lain yang 

dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan Gubemur. 

Pasal 15 

Wajib pajak yang mengajukan permohonan pindah kendaraan 
bermotor ke luar daerah, d ipersyaratkan melengkapi bukti pelunasan 
PKB berupa Surat Keterangan Fiskal antar Daerah. 

BAB IV 
BEA BAL!K NAMA KENDARAAN 

BERMOTOR 
Bagian Kesatu 

Nama, Objek dan Subjek Pajak 
Pasal 1 6  

Dengan nama BBN-KB dipungut pajak atas penyerahan kepemilikan 
kendaraan bermotor. 

Pasal 17 

(1) Objek pajak BBN-KB adalah penyerahan kepemil ikan kendaraan 
bermotor. 

(2) Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta 
gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan 
kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor 
GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross 

Tonnage ) .  

(3) Dikecualikan dari. pengertian kendaraan bermotor sebagaimana 
dlmaksud pada ayat (2) 

a. kereta api ; 

b. kendaraan bermotor yang semata-mata d igunakan untuk 
keper!uan pertahanan dan keamanan negara 

c. kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, 
konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan 
perwakilan lembaga intemasional yang memperoleh fasilitas 
pembebasan pajak dart Pemerintah 

d.  kendaraan bermotor milik pelancong/ wisatawan dari luar Provinsi 
.. yang berada di wilayah F>rovinsi paling lama 3 (tiga) bulan berturut­

turut temitung mulai masuk wilayah Provinsi; dan 
e. kendaraan bermotor baru yang berada di tangan pedagang/dealer 

kendaraan yang hanya disediakan untuk dijual. 

(4) Penguasaan kendaraan bermotor melebihi 12 (dua belas) bulan 
dianggap sebagai penyerahan. 
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(5) Penguasaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) tidak terrn�su·k penguasaan kendaraan bermotor karena 
perjanjian sewa beli . . · 

(6) Termasuk penyerahan kendaraan bermotor sebagaimana d imaksud 
pada ayat ( 1 ) adalah pemasukan kendaraan bermotor dari luar 
negeri untuk dipakai secara tetap d i  I ndonesia, kecual i  
a .  untuk d ipakai sendlri oleh orang pribadi yang bersangkutan ;  
b .  untuk diperdagangkan; 
c. untuk d ikeluarkan kembali dari wilayah pabean I ndonesia; dan 
d. digunakan untuk pa�eran, penelitian, contoh,  dan kegiatan 

olahraga bertaraf internasional .  
(7) Pengecual ian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c tidak 

berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak 
dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia 

Pasal 1 8  

(1 ) $ubjek pajak BBN•KB adalah orang pribadi atau badan yang 
dapat menerima periyerahan kendaraan bermotor. 

(2) Wajib pajak BBN-KB adalah orang pribad i  atau badan yang 
menerima penyerahan kendaraan bermotor . 

Bagian · Kedua 
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perh itungan BBN-KB 

Pasal 1 9  

Dasar pengenaan BBN-KB adalah NJKB sebagaimana d imaksud dalam 
Pasal 6 ayat (1 0). 

Pasal 20 

(1 ) Tarif BBN-KB ditetapkan masing-masing sebagai berikut : 
a. penyerahan pertama sebesar 1 0% (sepuluh persen); dan 
b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen). 

(2) Khusus untuk kendaraan bermotor a lat-alat berat dan alat-alat besar 
yang tidak menggunakan jalan umum tarif BBN-KB 

d itetapkan masing-masing sebagai berikut : 
a. penyerahan pertama sebesar 0,75% (no! koma  tujuh puluh 

l ima persen); dan 
b .  penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol 

koma nol tujuh puluh l ima persen). 

Pasal 2 1  

( 1 )  Besaran BBN-KB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan 
tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1 ) dan/atau ayat 
(2) dengan dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 9. 
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(2) BBN-KB yang terutang d ipungut d i  wilayah daerah tempat 

kendaraan bem,otor terdaftar. 

(3) Pembayaran BBN-KB dilakukan pada saat pendaftaran. 

Bagian Ketiga 
Saat Terutang dan 

Surat Pemberitahuan BBN-KB 

Pasal 22 

( 1 )  Setiap wajib pajak, wajib mengisi SPPKB atau dokumen lain yang 

d ipersamakan. 

(2) Orang pribad i atau ahl i warisnya , badan, atau instans i  pemerintah  

yang menerima penyerahan kendaraan bermotor wajib 

memberitahukan kepada Gubernur atau Pejabat yang d itunjuk 
dengan meng isi SPPKB atau dokumen lain yang d ipersamakan .  

(3) SPPKB atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana 

dlmaksud pada ayat ( 1 )  dan ayat (2) harus dilaporkan secara 
tertul is kepada Gubernur atau Pejabat yang d itunjuk dalam jangka 
waktu pal ing lama JO (tiga puluh) har i kerja sejak saat penyerahan. 

(4) SPPKB atau dokumen lain yang d ipersamakan sebagaimana 

d imaksud pada ayat ( 1 )  dan ayat '(2) harus d iisi dengan jelas , 

benar dan lengkap, serta d itandatangani oleh waj ib pajak atau 
kuasanya . 

(5) Apabila terjadi perubahan kendaraan bermotor, baik perubahan 

bentuk, fungsi, maupun penggantian mesin ,  waj ib  pajak 

berkewajiban melaporkan dengan menggunakan SPPKB atat.J 

dokumen lain yang dipersamakan .  

Pasal 23 

Apabila kewajiban mengisi dan menyampaikan SPPKB atau dokumen 

lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 

(1 ) dan ayat (3) tidak d ipenuh i ,  d ikenakan sanks i  administratif berupa 
denda sebesar 25% (dua puluh l ima persen) dari pokok BBN-KB. 

Bagian Keempat 
Surat Pemberitahuan dan Ketetapan 

Pasal 24 

(1 ) Setiap waj ib pajak, wajib mendaftarkan kendaraan bermotor dalam . ' 

jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat 
menerima penyerahan kendaraan bermotor. 

(2) Orang pribadi atau badan yang menyerahkan kendaraan 

bermotor wajib nielaporkan kepada Gubemur atau Pejabat yan9 
d itunjuk dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak 

penyerahan. 
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(3) Laporan tertu!is sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ; paling sedikit 

berisi : 

a. nama dan alamat orang pribadi atau badan yang menerima 
penyerahan 

b. tanggal, bulan, dan tahun penyerahan ; 

c. nomor pollsi kendaraan bermotor; 

d. lampiran foto kepi Surat Tanda Nomor Kendaraan Berrnotor; dan 

e. khusus untuk kendaraan di air ditambahkan pas dan nomor pas 
kapal. 

Pasaf 25 

(1 ) Berdasarkan SPPKB> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 

ayat (1 ) ditetapkan pokok BBN�KB dengan menerbitkan SKPD atau 

dokumen lain yang dipersamakan. 

(2) Pajak terutang dihltung sejak d lterbitkannya SKPD. 

(3) Setiap waj ib pajak yang terlambat mendaftarkan penyerahan 

kendaran berrnotor sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 25 ayat ( 1 )  

dikenakan sanksi administratif berupa · denda sebesar 25% (dua 

puluh l ima persen) dari pokok BBN-KB. 

Pasal 26 

Setiap kendaraan bermotor yang meng�lami perubahan bentuk 
dan/atau penggantian mesin waj ib d ilaporkan dengan mengisi SPPKB 
pal ing lama 30 (tiga puluh) hari sejak perubahan bentuk dan/ atau 

penggantian mesin selesai d i laksanakan. 

BAB V 
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR 

Bagian. Kesatu 

Nama, Objek, dan Subjek Pajak 

Pasal 27 

Dengan nama PBB-KB d ipungut pajak atas penggunaan bahan 

bakar kendaraan bermotor . 

Pasal 28 

( 1 )  Objek PBB-KB adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang 
d isediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, 

termasuk bahan bakar kendaraan bermotor yang d igunakan untuk 

kendaraan d i  air. 

(2) Produsen dan/atau importi r atau nama la in sejenis tidak 
d ikenakan PBB-KB atas penjualan bahan bakar minyak untuk 

usaha industri. 
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Pasa l 2Q 

( 1 )  Subjek PBB-KB adalah konsumen bahan bakar kendaraan berrnotor. 

(2) Wajib PBB-KB adalah orang pribadi atau badan yang 
menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor. 

(3) Pemungutan PBS-KB dilakukan oleh penyedia bahan bakar 
kendaraan bermotor. 

(4) Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) adalah produsen dan/atau importir bahan pakar 
kendaraan bermotor, baik untuk d ijual maupun untuk d igunakan sendiri. 

(5) Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) wajib melaporkan harga jual setiap saat bila terjadi 
perubahan harga. 

Bagian Kedua 
Dasar Pengenaan , Tarif, dan Cara Perhitungan 

· Pasal 30 

Dasar pengenaan PBB-KB · adalah nilai jual bahan bakar kendaraan 
bermotor sebelum d ikenakan pajak pertambahan n ilai. 

Pasal 3 1  

( 1 ) Tarif PBB-KB d itetapkan sebesar 7 ,5 % (tujuh koma lima persen). 
(2) Dalam hal terjadi perubahan tarif yang d ilakukan Pemerintah,  tarif 

sebagaimana d imaksud pada ayat ( 1 ) d isesuaikan dengan tarif yang 
d itetapkan oleh Pemerintah . 

.,Pasal 32 

Besaran pokok PBB-KB yang terutang d ihitung dengan cara mengalikan 
tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 1  ayat ( 1 )  atau ayat (2) 
dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana d imaksud dalam Pasal 30. 

Bagian Ketiga 
Wilayah Pemungutan ,  Masa Pajak, dan 

Saat Terutang Pajak 
Pasa l 33 

( 1 )  PBB-KB dipungut di daerah pemungutan.  
(2) Daerah pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  d idasarkan 

pada tempat lembaga penyalur dan konsumen bahan bakar kendaraan 
bermotor berada. 

Pasal 34 

Masa PBB-KB adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 
(satu) bu lan kalender. 
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Pasa 1 35 

( 1 )  Terutangnya PBB-KB yakni pada saat penyedia bahan bakar 
kendaraan bermotor menyerahkan bahan bakar kendaraan 
bermotor kepada lembaga penyalur dan/atau konsumen bahan bakar 
kendaraan bermotor. 

(2) Pemungutan PBB-KB sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) d ilakukan 
pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang bahan 
bakar kendaraan bermotor. 

Bagian Keempat 
Pemungutan ,  Penyetoran, d�n 

Pelaporan Surat Pemberitahuan 
Pasal 36 

( 1 )  Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor wajib mengisi dan 
menyampaikan SPTPD setiap bulan kepada Gubernur  atau 

·-; 

Pejabat yang d itunjuk pal ing lambat tanggal 5 ( l ima) bulan 
berikutnya atas penjualan bahan bakar kendaraan bermotor . 

(2) SPTPD sebagaimana d imaksud pada ayat ( 1 )  memuat data : 
a .volume penjualan bahan bakar; 
b . lokasi penjualan bahan bakar kendaraan bermotor; 

. . 

c.sektor pengguna bahan bakar kendaraan bermotor; 
d .jum lah PBB-KB yang akan disetor; dan 

. e.koreksi atas data laporan bulan sebelumnya d isertai dengan data 
pendukung la innya .  

Bagian Kelima 
Pembayaran 

Pasa l 37 

( 1 ) Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor berkewajiban 
mencantumkan besaran PBB-KB pada Surat Perintah Pengeluaran 
Barang. 

(2) Penyed ia bahan bakar kendaraan bermotor atau Bank 
berkewajiban untuk memisahkan besaran PBB-KB pada saat 
pembayaran di Bank Perseps]. 

(3) Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor atau Sank berkewajiban 
untuk menyetor PBB-KB yang terutang pada Kas Daerah melalu i  
Bank Persepsi atau tempat la in yang d itunjuk dengan 
menggunakan SSPD atau dokumen yang dipersamakan. 

(4) Gubernur  berkewajiban membuka Rekening Kas Daerah di 
masing-masing Bank Persepsi. 
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Bagian Keenam 

Pengawasan 
Pasal 38 

Gubemur berwenang mengadakan pengawasan penggunaan bahan 
bakar kendaraan bermotor pada : 
a. DIPO; 
b. Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU); 

c. Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk TNI/POLRI; 

d. Agen Premium dan Minyak Solar (APMS); 
e. Premium Solar Packed Dealer (PSPD); 
f. Stasiun Pengislan Bahan Bakar Bunker (SPBB}; 

g. Staslun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) ; 
yang akan menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) pada semua sektor 
LJsaha keg iatan ekonomi yang berada di darat dan di laut. 

BAB VI 
PAJAK AIR PERMUKAAN 

Bagian Kesatu 
Nama, Objek, dan Subjek Pajak 

Pasal 39 

Oengan nama PAP dipungut pajak atas pengambilan dan/atau 
pemanfaatan air permukaan di Provinsi. 

Pasal 40 

(1 ) Objek PAP adalah pengarnb_ilan . dan/atau pernanfaatan air 
permukaan. 

(2) Dikecualikan dari objek PAP adalah : 

a. pengambilan dan/atau ·. pemanfaatan air permukaan untuk keperluan 
dasar rumah tangga , pengairan pertanian dan perikanan rakyat; 
dan 

b.p�ngambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk 
keperluan perkebunan rakyat dan kehutanan rakyat dengan tetap 
memperhatikan kelestarian lingkungan. 

Pasal 41 

(1 ) Subjek PAP adalat, orang pribadi atau badan yang dapat 
melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan a ir permukaan. 

(2) Wajib PAP adalah orang pribadi atau badan yang melakukan 
pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. 

Bagian Kedua 
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak 

Pasal 42 

(1 ) Dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan air permukaan. 
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(2) Nilai perolehan air pennukaan· sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) 
dinyatakan dalam Rupiah yang dihitung 
mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor : 
a. jenis sumber air ; 
b. lokasi sumber air ; 
c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air ; 
d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan ; 

e. kualltas air ; 
f. ILJas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air ; dan 

dengan 

g. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan 
dan/atau pemanfaatan air . 

(3) Besarnya nilai perolehan air permukaan sebagai mana dimaksud 
pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peratur.an Gubernur. 

Pasal 43 
(1)  Volume pengambi!an dan/atau pemanfaatan air permukaan, diukur 

dengan meter air dan/atau alat ukur lainnya. 
(2) Meter air dan atau alat ukur lainnya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) wajib dipasang pada setiap tempat pengambilan dan 
pemanfaatan air permukaan. 

(3) .Meter air dan atau alat ukur lainnya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dapat disediakan oleh pihak ketiga. 

(4) Pencatatan volume pengambilan air permukaan dilakukan setiap 
bulan oleh Dinas Pendapatan Daerah. 

Pasal 44 
Tarif PAP ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). 

Pasal 45 
Besaran pokok pajak yang ' terutang dihitung dengan cara mengalikan 
tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dengan dasar 
pengenaan pajak sebagaimana . dirnaksud dalam Pasal 42 ayat (3) 
dikalikan dengan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air 
permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) .  

Bagian Ketiga 
Masa Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak, 
Ketetapan Pajak, dan Saat T erutang Pajak 

Pasal 46 

Masa PAP adalah 1 (satu) bulan kalender. 

Pasal 47 

( 1 )  Pembayaran PAP dilakukan berdasarkan SKPD atau dokumen lain 
yang dipersamakan. 
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(2) Ookumen lain yang dipersamakan sebagaimana d imaksud pada ayat 

( 1 )  berupa nota perhitungan. 

Pasal 48 

( 1 )  PAP terutang sejak diterbitkan SKPD. 

(2) SKPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling 
lambat tanggal 10  (sepuluh) pada bulan berikutnya. 

BAB VI I 

PAJAK ROKOK 

Bagian Kesatu 

Nama, Objek, dan Subjek Pajak 

Pasal 49 

Dengan nama Pajak Rokok, dipungut pajak atas konsumsi rokok. 

Pasal 50 

( 1 )  Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok. 

· (2) Rokok sebaga imana dimaksud pada ayat (1 ) meliputi sigaret, 
cerutu, dan rokok daun. 

(3) Dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

adalah rokok yang tidak d ikenai cukai berdasarkan peraturan 
perundang-undangan di bidang cukai .  

Pasal 51 

(1 ) Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok. 

(2) Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan 
importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha 
Barang Kena Cukai. . 

(3) Pajak . Rokok dipungut oleh instansi Pemerintah yang 
berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai 

rokok. 

(4) Pajak Rokok yang dipungut oleh l nstarJsi Pemerintah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) disetor ke Rekening Kas Umum Daerah 

Provinsi secara proporsional berdasarkan jumlal1 penduduk. 

Bagian Kedua 

Dasar Pengenaan,  Tarif, dan .Cara Pengh itungan Pajak 

· Pasal 52 

Dasar Pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh 
Pemerintah terhadap rokok. 

Pasa l 53 

Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 1 0% (sepuluh persen) dari cul<ai 

rokok. 
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Pasal 54 

Besaran Pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara 

mengalikan tarlf pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 

dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana d imaksud dalam 

Pasal 52. 

Pasa l 55 

Penerimaan Pajak Rokok, baik bagian Provir:,si maupun bagian 

Kabupaten/Kota, d ialokasikan pal ing sedlkit 50 % ( l ima puluh persen) 

untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan 

hukum oleh aparat yang berwenarig. 

Bagian Ketiga 

Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang 

Pasal 56 

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) 

bulan kalender atau se.suai dengan peraturan  perundang-undangan. 

Pasa l 57 

Pajak rokok terutang pada saat pemungutan cukai rokok. 

Pasal 58 

Pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok d ilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan. 

BAB VI I I  
PEMBETULAN, PEMBATALAN,  PENGURANGAN 

KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU 

PENGURANGAN SANKS! ADMIN ISTRA TIF 

Pasal 59 

( 1 )  Atas permohonan waj ib pajak, Gubernur dapat membetul kan 

SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB 

yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tul is, kesalahan 

h itung dan/atau kekel iruan dalam penerapan peraturan perundang­

undangan perpajakan daerah. 

(2) Gubernur dapat : 

a .  mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa 

bunga, denda, dan kenai kan pajak . yang terutang menurut 

peraturan perundang undangan perpajakan daerah,  dalam hal 

sanksi tersebut d ikenakan karena kekh i lafan wajib pajak atau 

bukan karena kesalahannya; 

b .  mengurangkan atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT 

atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar; 

c. membatalkan hasi l pemeriksaan atau ketetapan pajak yang 

d i laksanakan atau d iterbitkan tidak sesuai dengan tata cara 

yang d itentukan ; dan . 



23 

d. mengurangkan ketetapan pajak · terutang berdasarkan 
pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi 
tertentu objek pajak. 

(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif 
berupa bunga atau kenaikan pajak terutang dan pengurangan atau 
pembatalan ketetapan pajak sebagaimana · d imaksud pada ayat (2) 
d iatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. 

BAB IX 
PEMUNGUTAN PAJAK 

Bagian Kesatu 
Tata Cara Pemungutan Pajak 

Pasa l 60 

(1 ) Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan. 

(2) Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang 
berdasarkan SKPD atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang ber1aku. 

(3) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasar1<an 
penetapan Gubemur dibayar dengan menggunakan SKPD atau 
dokumen lain yang dipersamakan. 

(4) Dokurhen lain yang dipersamakan sebagamana dimaksud pada ayat (3) 
berupa karcis dan/atau nota perhitungan. 

(5) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar 
dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan/ atau SKPDKBT. 

Pasal 61 

( 1 )  Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubemur terdiri dari : 

a. PKS; 
b. BBN-KB; dan 
o. PAP. 

(2) Jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak terdiri dari : 
a. PBS-KB; dan 
b. Pajak Rokok. 

Pasal 62 

(1 ) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, 
Gubemur atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan: 

a. SKPDKB, dalam hal : 
1 .  jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak 

yang terutang tidak atau kurang dibayar; 

2.jika ·sPTPD tidak disampaikan kepada' Gubemur dalam jang� 

waktu 30 (tiga puluh) hari k�rj8!:dan setelah d�r secara tertulis 
tidak disampaikan pacfa waktun� sebagaimana ditt,ntukan 
dalam surat teguran; 
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3. jika kewajiban . mengisi SPTPD. tidak dipenuhi, pajak yang 
terutang dihitung secara jabatan. 

b. SKPDKBT, jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula 
belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak 

yang terutang. 

c. SKPDN, jika jumlah pajak yang terutang sama besamya 
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak 
_ada kredlt pajak. 

(2) Jumlah . kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf a angka 1 dan angka 
2 d ikenakan sanksi administratif berupa bunga sebes�r 2% (dua 
pera•n) aebulan dlhltung darl pajak yang kurang atau terlambat 
d ibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan 
dihitung sejak saat terutangnya pajak. 

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf b dikenakan sanksi 
administratif berupa kena•ikan sebesar . 1 00% (seratus persen) dari 
jumlah kekurangan pajak tersebut. 

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak d ikenakan j ika 
wajib pajak melaporkan ser.idiri sebelum d ilakukan tindakan  
pemeriksaan. 

(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf a angka 3 dikenakan sanksi 
administratif berupa kenaikan sebesar 2fi% (dua puluh l ima 
persen) dari pokok pajak 1 � itambah sanksi admin istratif berupa 

bunga sebesar 2% · (dua persen) sebulan d ihitung dari pajak yang 
kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu pal ing lama 24 
(dua puluh empat) bulan d ih itung sejak saat terutangnya 
pajak. 

Bagian Kedua 
Surat Tagihan Pajak 

Pasa l 63 

( 1 )  Gubernur atau Pejabat yang d itunjuk dapat menerbitkan STPD j ika : 
a .  pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; .. 
b. dari hasi l penel itian  SPTPD terdapat kekurangan 

pembayaran sebagai akibat salah tul is dan/atau salah 

h itung ;  dan  
c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ 

atau denda. 

(2) J umlah kekurangan ,, pajak yang terutang da lam STPD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) huruf a dan huruf b 
d ltambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% 
(dua persen) sebulan. untuk paling lama 1 5  (l ima belas) oulan sejak 

saat terutangnya pajak. 
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(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo 
pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bUnga 
sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk pal ing lama 1 5  ( l ima 
betas) bulan dan d itag ih melatu i  STPD. 

Bagian Ketiga 
Tata Cara Pembayaran 

Pasal 64 

( 1 )  PKB harus d ibayar sekaligus dimuka untuk masa pajak 1 2  (dua 
belas) bulan. 

(2) Bagian dari bulan yang melebihi 15 ( l ima belas) hari dihitung satu 
bulan penuh. 

(3) PKB, BBN-KB, dan PAP harus dibayar selambat-lambatnya 30 (tiga 
puluh) hari sejak d iterbitkan $KPD. 

(4) PBB-KB harus dibayar pada saat penyerahan bahan bakar kendaraan 
bermotor kepada lembaga penyalur da11/ atau konsumen langsung 
bahan bakar kendaraan bermotor. 

(5) Wajib pungut PBB-KB harus menyetorkan hasil pemungutan PBB,;.KB 
ke Kas Daerah, paling lambat tanggal 25 (dua puluh Hrna) pada bulan 
berikutnya. 

(6) Pajak Rokok dibayar pada saat pelunasan Cukai. 

(7) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan Gubernur. ;L' 

Bagian Keempat 
Pen�gihan 
Pasa l 65 

(1 ) 30 (tiga puluh) hari setelah · SKPD diterbitkan pajak yang terutang, 
tidak atau kurang dibayar d itagih dengan STPD. 

(2) 14 (empat betas) hari setelah STPD diterbitkan maka akan 
dis.ampaikan Surat Peringatan Pertama. 

(3) 2.1 (dua puluh satu) hari setelah Surat Peringatan Pertama 
diterbitkan maka akan disampaikan Surat Peringatan Kedua. 

(4) Pajak yang ter1Jtang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, 
Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan ,  dan 
Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak 
pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa. 

(5) Penagihan pajak dengan Surat Paksa d ilal<sanakan berdas.arkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 66 

Bentuk, isi, tata cara penerbitan, tata cara pengisian ,  dan penyampaian 
SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPO, Surat 
Pemberitahuan, Surat Peringatan dan/atau yang dipersamakan diatur 
lebih lanjut dengan Peraturan Gubemur. 9 / -
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Bagian Kel ima 
Kewenangan dan Wilayah Pemungutan 

Pasa l 67 

( 1 )  Gubemur mempunyai kewenangan pemungutan Pajak Daerah yang 
meliputi pendataan, penetapan, pembayaran, penagihan, pembukuan,  
dan pelaporan, serta pengawasan dan penyetoran penagihan dengan 
Surat Paksa. 

(2) Pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1 ) dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah kecuali 
penagihan dengan Surat Paksa. 

(3) Pajak Daerah d ipungut d i  wilayah daerah tempat : 
a .  kendaraan bermotor didaftarkan; 
b. lembaga penyalur dan konsumen langsung bahan bakar 

kendaraan bermotor.berada; 
c. pengambilan dan/ atau pemanfaatan air permukaan berada; dan 
d .  cukai rokok d ipungut oleh Pemerintah. 

Bagian Keenam 
Keberatan dan Banding 

Pasal 68 
( 1 )  Wajib pajak dapat mengajukan keberatan · kepada Gubemur atau 

Pejabat yang d itunjuk atas penerbitan_ SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, 
SKPDLB, dan SKPDN. 

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) diajukan 

secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan­

alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bµlan sejak tanggal SKPD 
atau STPD yang dlterima wajib pajak, ke-cuali apabila wajib pajak 
dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi 
karena keadaan d i  luar kekuasaannya. 

(3) Keberatan tidak menunda kewajiban membayar. 
(4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan tidak d ianggap sebagai 

Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan. 

Pasal 69 
( 1 )  Gubernur atau Pejabat yang d itunjuk dalam jangka waktu pal ing 

lama 1 2  (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan 
d iterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang d iajukan.  

(2) Keputusan sebagaimana pada ayat ( 1 ) dapat berupa menerima 
seluruhnya, sebagian, menolak, atau menambah besamya pajak 
yang terutang. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) telah 
lewat dan Gubemur ata� Pejabat yang ditunjuk tidak mernberikan 
suatu Keputusan atas Keberatan yang diajukan tersebut 
dianggap dikabulkan. 
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. Pasal 70 
( 1 )  Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada 

Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang 
ditetapkan oleh Gubemur atau Pejabat yang ditunjuk. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  diajukan secara 
tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas, dalam 
jangka waktu 3 (tig?i) bulan sejak keputusan diterima, dan d ilampiri 
salinan dari surat Keputusan tersebut. 

(3) Pengajuan permohonan·: banding 
membayar pajak sampai dengan 1 
penerbitan Putusan E,1anding. 

Pasal 7 1  

menangguhkan kewajiban 
(satu) bulan sejak tanggal 

( 1 )  Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding 
dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak 
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua 
persen) sebulan, untuk jangka · waktu paling lama 24 (dua puluh 
empat) bulan. 

(2) lmbalan bunga sebagaim�na dimaksud pada ayat 1 (satu) dihitung 
sejak bulan pelunasan sampai dengan dlterbitkannya SKPDLB. 

(3) Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan 
sebagian, wajib pajak dikenai sanksi adrninistratif berupa denda 
sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan 
keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang t�lah dibayar 
sebelum mengajukan keberatan. 

(4) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding, sanksi 
administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan. 

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau d ikabulkan 
sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda 
sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan 
Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah 
dibayar sebelum mengajukan keberatan . . 

BAB X 
PENGEMBALIAN KELEBIHAN 

PEMBAYARAN PAJAK ' 

(1 ) Wajib · pajak dapat 
kelebihan pembayaran 
d itunjuk. 

,,. 

Pasal 72 
mengajukan permohonan pengembalian 

pajak kepada Gubernur atau Pejabat yang 

(2) Gubernur atau Pejabat yang d itunjuk dalam jangka waktu paling lama 
1 2  (dua be!as) bulan sejak d iterimanya permohonan pengembalian 
kelebihan pembayaran pajak sebagaimana d imaksud pada ayat ( 1 )  
harus memb�.rikan keputusan. 
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(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilampaui

1 Gubemur atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan 
keputusan, permohonan pengembalian keleblhan pembayaran pajak 
dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling 
lama 1 (satu) bulan. 

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak, kelebihan pembayaran pajak 
sebagaimana dimaksuc;I pada ayat ( 1 )  langsung diperhitungkan untuk 
melunasi teriebih dahulu utang pajak tersebut. 

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu 
paling lama 2 (dUa) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB. 

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah 
lewat 2 (dua) bulan, Gubemur atau Pejabat yang ditunjuk memberikan 

· imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keter1ambatan 
pembayaran kelebihan pajak. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian kelebihan 
pembayaran pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubemur. 

BAB XI 
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN 

Pasal 73 

( 1 )  Gubemur dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan 
dan penghapusan pajak. 

(2) Pemberian keringanao, pengurangan, pembebasan dan 
penghapusan pajak seoagaimana dimaksud pada ayat (1} diatur  lebih 
lanjut dengan Peraturan Gubemur. 

BAB XI I  
KEDALUWARSA PENAGIHAN 

Pasal 74 
''': 

) ( 1 )  Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah 
melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya 
pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang 
pajak daerah. 

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tertangguh apabila 
a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau 
b. ada pengakuan utang pajak ·dari wajib pajak, baik . langsung 

maupun tidak· langsung. 
(3) Dalam hal diterbitkan Surat . Teguran dan/atau Surat Paksa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa 
penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa 
tersebut. 
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(4; Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana 
d imaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan 
kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang  pajak dan 
belum melunasinya kepada Pemerintah Provinsi .  

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan keberatan 
oleh wajib pajak. 

Pasal 75 

( 1 )  Piutang Pajak yang tidak mungkin d itagih lagi karena hak untuk 
melakukan penagihan sudah keda luwarsa dapat d ihapuskan. 

(2) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  d iatur dengan Peraturan 
Gubernur. I 1 

BAB XI I I  
I NSENTIF PEMUNGUTAN 

Pasal 76 

( 1 )  l nstansi yang melaksanakan pemungutan pajak daerah 
d iberi kan i nsentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu . 

(2) Pemberian insentif sebagaimana d imaksud pada ayat ( 1 )  
d itetapkan melalui Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan i nsentif sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  d iatur lebih lanjut dengan Peratul'an 
Gubernur  berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

BAB XIV 
BAGI HASIL PAJAK 

Pasal 77 

( 1 )  Hasi l Penerimaan Pajak sebagaimana d imaksud dalam Pasal 2 
sebagian d iperuntukkan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dengan 
ketentuan seba9ai perikHt : 
q .  hasi l pen�rimaan PKB dan BBN-t.<B diserahkan  kepqd9 

penierintah Kqbupc1ten / Kota sebesar 30 % (tiga pul1..1h persen) .  
. . � 

b . hasil per,7rimaari PBB-KS d iserah!<an • �epada Pemerintah 
Kabupateri/f(ota sebesar 7P % (t1,1juh puluh persen). 

c. hasi l penerin,aa17 PAP diserahkan kepaqa Pemerintah 
Kabupaten/Kota seoesar 50 % (lirna puluh persen). 

d. hasil penerimaan pajak Rokok diserahkan ke,pada pemerintah 
Kabupaten/Ko,a seb�sar 70 °/o (tujuh puluh perse11). 

(2) Khusus untuk penerimaan PAP dari sumber air yang berada hanya 
pada 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota , hasi l  penerimaan PAP dimaksud 
d iserahkan kepada Kabupaten/Kota yang bersangkutan 80 % 
(delapan puluh persen). 
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(3) Bagian Pemerintah Kabupaten/ Kota sebagaimana d imaksud pada ayat 
( 1 )  dengan memperhatikan aspek pemerataan dan / atau potensi antar 
Kabupaten/Kota. 

(4) Bagian Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1 ) dan ayat (3) d iatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. 1-

BAB XV 
KETENTUAN KHUSUS 

Pasal 78 

(1 ) Setiap pejabat d i larang memberitahukan kepada pihak lain segala 
s.esliatu yang diketahui atau d iberitahukan kepadanya oleh wajib 
pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk 
menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
daerah. 

(2) Larangan sebagaimana d imaksud pada ayat ( 1 )  berlaku juga 
terhadap tenaga ah l i  yang d itunjuk  oleh Gubernu r  u ntuk 
membantu dalam · pelaksanaan ketentuan peraturan perundang­
undangan perpajakan daerah . 

(3) Dikecual ikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
dan ayat (2) adalah: 

a .  pejabat dan tenaga ahl i  yang bertindak sebagai saksi atau saksi 
ah l i  da lam sidang pengad i lan ; dan 

b. pejabat dan/atau tenaga ahl i  yang d itetapkan o leh Gubemur untuk 
memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau 

. . l 
instansi pemerintah yan,g berwenang melakukan pemeriksaan 
dalam bidang keuangan daerah .  

(4) U ntuk kepentingan daerah, Gubernur berwenang memberi izin 
tertu lis kepada pejabat sebagaimana d imaksud pada ayat ( 1 ) dan 
tenaga-tenaga ahl i  sebagaimana d imaksud pada ayat (2) ,  agar 
memberikan keterangan, memperl ihatkan bukti tertul is dari atau 
tentang wajib pajak kepada pihak yang d itunjuk. 

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan d i  pengad i lan da lam perkara 
pidana dan/atau perdata, atas permintaan hakim sesuai den9an 
Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Gubernur dapat 
memberi izin tertul is kepada pejabat sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1  ) , . dan tenaga ahl i  sebagaimana d imaksud pada ayat 
(2) , untuk memberikan dan memperl ihatkan bukti tertul is dan 
keterangan waj ib pajak yang ada padanya. 

(6) Permintaan hakim sebagaimana d imaksud pada ayat (5) harus 
menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang 
d iminta, serta kaitan antara perkara p idana atau perdata yang 
bersangkutan dengan keterangari yang diminta , 
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BAB XVI 

KeTENTUAN PENYIDIKAN 
Pasa l 79 

( 1 )  Pejabat Pegawai · Negeri Sipil tertentlJ · di •  l ingkungan Pemerintah 
Provins i  diberi wewenang khusus sebaga i  Penyid ik  untuk 
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan 
daerah, sebagaimana d imaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Aoara Pidana. 

(2) Penyidik sebagaimana d imaksud pada ayat ( 1 )  adalah Pejabat 
Pegawai Negeri Sipil tertentu d i  l ingkungan Pemerintah Provinsi yang 
d iangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

i 
(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) adalah:  

a. menerima, mencari ,  mengumpulkan , dan meneliti 
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak • pidana d i  
b idang perpajakan daerah agar ketE�rangan atau l aporan 
tersebut menjadi  leb ih lengkap dan  jelas; 

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai 
orang pribadi atau badan tentang kebE�naran perbuatan yang 
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan dae�h; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang p ribadi atau 
badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan 
daerah; 

d . memeriksa buku, catatan,  dan dokumen la in berkenaan dengan 
tindak pidana d i  bidang perpajakan daerah ; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 
pembukuan, pencatatan,  dan dokumen lain ,  serta melakukan 
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahl i dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyid ikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ; 

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan 
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang 
berlangsung dan memeri ksa identitas ora ng ,  benda, 
dan/atau dokumen yang d ibawa; 

h. memotret . sesebrang yang berkaitan dengan tin'dak p idana 
perpajakan daerah; 

L memanggil orang untuk d idengar keterangannya dan 
d iperiksa sebagai tersangka atau saksi ;  

j .  menghentikan penyidikan dan/atau melakukan tinda�an lain  
yang perlu untuk kelancaran penyid ikan tindak pidana · d i  
bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
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(4) Penyidik bagaimana djmaksud pada ayat ( 1 )  memberitahukan 
dimulainya penyidikan . dan menyampaikan hasil penyidikannya 
kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undijng­
Undang Hukum Acara Pidana. 

BAB XVI I  

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 80 
(1 ) Wajib pajak yang kar�ma kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD . 

atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau 
melampirkan keterangan yang tidak benar seh ingga merugikan 
keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan pal ing 
lama 1 (satu) tahun atau pidana denda pal ing banyak 2 (dua) kal i  
jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang d ibayar. 

(2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak . menyampaikan SPTPD atau 
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan 
keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat 
dipidana dengan pidana kurungan pal ing lama 2 (dua) tahun atau . 
pidana denda paling banyak 4 (empat) kal i  jumlah  p�jak terutang 
yang tidak atau kurang dibayar. 

· Pasal 81  

Tindak pidana d i  bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah 
melampaui jangka waktu 5 (l ima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau 
berakhimya masa pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau 
berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan. 

Pasal 82 

( 1 )  Pejabat atau tenaga ahli yang d itunjuk oleh Gubemur yang karena 
kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1 ) dan · ayat (2), d ipidana dengan 
pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling 
banyak Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah). 

(2) Pejabat atau tenaga ahl i  yang d itunjuk oleh Gubernur yang 
denga'n sengaja tidak memenuh i  kewajibannya atau seseorang yang 
menyebabkan tidak d ipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana 
d imaksud dalam Pasal 78 ayat ( 1 )  dan ayat (2) d ipidana dengan 
pidana kurungan pal ing lama 2 (dua) tah un dan pidana denda pal ing 
banyak Rp. 1 0.000. 000 ,00 (sepuluh j uta rupiah) .  

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dima�ud pada ayat 
( 1 )  dan ayat (2) hanya di lakukan atas pengaduan orang yang 
kerahasiaannya dilanggar. 
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(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (2) sesuai 
dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau 
badan selaku wajib pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan. 

Pasal 83 

Denda sebagaimana d imaksud pada Pasal 80 dan Pasal 82 ayat ( 1 ) dan 
ayat (2) merupakan penerimaan negara .  

BAB XVI I I  
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 84 
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Pajak Daerah yang masih terutang 
berdasarkan 
1 .  Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1 998 tentang Pajak Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 1 998 Nomor 3 Seri 
A) sebagaimana telah d iubah dengan Peraturari Daerah Nomor 24 
Tahun 200 1 (Lembaran Daerah Tahun 200 1 Nomor 3 Seri A) ; 

2 .  Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan 
Bermotor dan Kendaraan d i  Atas Air  ( Lembaran lDaerah Tahun 2001 
Nomor 1 Seri A) ; 

3 Peraturan Daerah Nornor 23 Tahun 2001 tentang Bea Bal ik Nama 
Kendaraan Bermotor dan Kendaraan d i  Atas Air ( Lembaran  Daerah  
Tahun 2001 Nomor 2 Seri A) ; 

4 .  Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan 
dan Pemanfaatan Air Bawah .  Tanah dan Air Permukaan ( Lembaran 
Daerah Tahun 2001 Nomor 2 . Seri A) sebagaimana telah d iubah  
dengan Peraturan Daerah Nomor 17  Tahun 2002 ( Lembaran 
Daerah Tahun 2002 Nomor 7 Seri A) ; 

masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 ( l ima) tahun terhitung sejak 
saat terutangnya pajak. 

BAB XIX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 85 

Hal-hal yang belum cukup d iatur  dalam Peraturan Daerah in i ,  
sepanjang mengenai pelaksanaannya d iatur lebih  lanjuf dengan 
Peraturan Gubernur. 

Pasal 86 
Pada saat Peraturan Daerah ini mu la i  berlaku: 

1 .  Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1 998 tentang Pajak Bahan Bakar  
Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 1 998 Nomor 3 

Seri A) sebagaimana telah d iubah dengan Peraturan Daerah Nomor 
24 Tahun 200 1 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 Seri A) ; 

2 .  Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan 
Bermotor dan Kendaraan di Atas Air ( Lembaran Daerah Tahun 2001 
Nomor 1 Seri A) ; 
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3 Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama 
Kendaraan Bermotor dan Kendaraan d i  Atas Air ( Lembaran Daerah 
Tahun 2001 Nomor 2 Seri A) ; 

4 .  Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan 
dan Pemanfaatan Ai r  Bawah Tanah dan Ai r  Permukaan ( Lembaran 
Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Seri A) sebagaimana telah d iubah 
dengan Peraturan Daerah Nomor 1 7  Tahun  2002 ( Lembaran Daerah 
Tahun  2002 Nomor 7 Seri A); 

d icabut dan d inyatakan tidak ber!aku . 

Pasal 87 

Ketentuan mengenai PKB . khusus untuk lnstansi  Pemerintah 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf c m ulai berlaku 1 (satu) tahun 
sejak diundangkannya Peraturan Daerah in i .  

Pasal 88 

( 1 )  Kewaj iban pembayaran PKB dan BBN-KB · bagi lnstansi 
Pemerintah/TN I/Polri/Pemerintah Daerah  sebagaimana d iatur dalam 
Peraturan  Daerah ini mu la i  berlaku 1 (satu) tahun sejak 
d i undangkannya Peraturan Daerah  in i .  

(2) Ketentuan mengenai Pajak Rokok sebagaimana d iatur dalam 
Peraturan  Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 201 4. 

Pasal 89 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 201 2. 

Agar  setiap orang mengetahu inya, memeri ntahkan  pengundangan 
Peraturan · Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Provinsi Sumatera Selatan 


